Belanja Daerah dan Pembiayaan — Kepala Bappeda Kota Makassar Pimpin FGD tentang
Kebijakan Pengelolaan Investasi
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Sumber gambar:
https://thistime.id/2024/07/19/kepala-bappeda-kota-makassar-pimpin-fgd-tentang-kebijakan-
pengelolaan-investasi/

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengadakan Focus
Group Discussion (FGD) dengan tema “Kebijakan Pengelolaan Investasi di Kota Makassar” pada
Jumat, 19 Juli 2024. Rapat ini bertempat di Ruang Rapat Bappeda dan bertujuan untuk membahas
dan merumuskan strategi terkait pengelolaan investasi di kota Makassar. FGD ini dipimpin
langsung oleh Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, S.STP, M.Si, dalam
kesempatan tersebut, turut hadir Firman Hamid Pagarra selaku Penjabat Sekretaris Daerah (PJ
Sekda) Kota Makassar, serta Kepala-kepala Dinas dan SKPD terkait, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional Bappeda Kota Makassar. Diskusi ini mencakup berbagai aspek kebijakan
investasi, termasuk strategi menarik investasi, pengelolaan risiko, serta langkah-langkah untuk
meningkatkan daya tarik investasi di kota Makassar. Selain itu, rapat ini juga membahas koordinasi
antara berbagai instansi untuk memastikan implementasi kebijakan investasi yang efektif. Melalui
FGD ini, diharapkan adanya sinergi dan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan dalam mengelola investasi secara optimal, guna mendukung pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.
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Pada sumber lain disebutkan, Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan (Sulsel),
Ariany Rofaidah menyampaikan terkait Penyusunan National Urban Development Strategy
(NUDS) di Provinsi Sulawesi Selatan pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Swiss-
Bellhotel. “Diketahui bersama bahwa visi jangka panjang Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 yaitu
Sulawesi Selatan mandiri, maju, dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi
biru,” ujarnya. Ariany menyampaikan bahwa RTRWN menetapkan Sistem Perkotaan di Provinsi
Sulawesi Selatan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamminasata yang meliputi
seluruh wilayah kota Makassar dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah kabupaten Maros
dan kabupaten Gowa. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdiri dari Kawasan Perkotaan
Bulukumba, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bone, Parepare, dan Palopo.

“Dalam RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan sistem perkotaan berupa Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) sebanyak 15 PKL yang tersebar di 13 kabupaten. Kabupaten Wajo dan Kabupaten
Luwu memiliki masing masing 2 PKL. Kawasan Perkotaan Mamminasata berperan sebagai pusat
orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas SDA dengan sector
unggulan perdagangan dan jasa,” jelasnya. “Kawasan Perkotaan Mamminasata memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar sebesar
34,67%, Kabupaten Gowa sebesar 4,35%, Kabupaten Maros sebesar 4,03% dan Kabupaten

Takalar sebesar 1,97% terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan,” sambungnya.

Kawasan Perkotaan Pangkajene dan Kepulauan merupakan bagian dari Kawasan
Pembangunan Makassar yang berperan sebagai pusat perikanan terpadu dan pengolahan
komoditas SDA memiliki sektor unggulan agroindustry, perikanan dan pariwisata dengan
kontribusi ekonomi sebesar 4,99% terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. PKW Bulukumba,
PKW Jeneponto dan PKW Bone merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba
Watampone yang berperan sebagai pusat pengolahan komoditas unggulan wilayah dengan sektor
unggulan agroindustry, pertanian, pariwisata, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kabupaten Bulukumba sebesar 2,88%, Kabupaten Jeneponto
sebesar 1,86%, dan kabupaten Bone sebesar 7,17%. Sedangkan, PKW Barru serta PKW Parepare
merupakan bagian dari KSN Parepare yang berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi

komoditas unggulan wilayah memiliki sektor unggulan agroindustry, perikanan, pertanian,

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Ardhinur Bestari
2



perkebunan, serta perdagangan dan jasa dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu Kabupaten Barru sebesar 1,44% dan Kota Parepare sebesar 1,42%. PKW Palopo
merupakan bagian dari Kawasan Andalan Palopo yang berperan sebagai pusat pengolahan dan
distribusi komoditas unggulan wilayah memiliki sektor unggulan yaitu agroindustry, perkebunan

dan pertanian dengan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,60%.

Nantinya akan ada tim yang melakukan survei spot perkembangan perkotaan masa depan.
Dalam rangka penyusunan NUDS ini dibutuhkan dukungan data-data juga informasi untuk
menghasilkan masukan strategi pengembangan kota atau perkotaan, terutama untuk mencapai
Indonesia Emas 2045. Kerjasama serta kolaborasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam
mendukung kegiatan ini demi mewujudkan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan sesuai

karakteristik wilayah dengan standar baru 2045. Sumber Berita :

1. https://thistime.id/2024/07/19/kepala-bappeda-kota-makassar-pimpin-fgd-tentang-kebijakan-
pengelolaan-investasi/, 19 Juli 2024

2. https://www.kabarmakassar.com/news/bappelitbangda-ungkap-penyusunan-national-urban-
development-strateqy-di-sulsel, 1 Juli 2024

Catatan :

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

49 yang menyatakan:

> (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hurufb
untuk mendanai pelaksanaan  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

» (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

» (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuali
dengan potensi yang dimiliki Daerah.
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> (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

» (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

» (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan
sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

51 yang menyatakan:

» (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman
pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat
(7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja,
dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

» (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada
masing-masing Daerah.

» (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Perkada.

> (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja
dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

» (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dirinci
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis,
obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
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e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

54 yang menyatakan:

» (1) Belanja Daerah menurut  Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan

kabupaten/kota  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling
sedikit mencakup: a. target dan Sasaran; b. indikator capaian Keluaran; dan c.

indikator capaian Hasil.

> (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan
indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun
berdasarkan  nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan

indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

55 ayat (1) yang menyatakan:

> (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c.
belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

59 yang menyatakan:

» (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
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» (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

59 yang menyatakan:

» (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf b  digunakan  untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

» (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka

melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

65 huruf a. yang menyatakan:

> Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: a. belanja
tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai;

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
65 huruf b. yang menyatakan:

> Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: b. belanja
peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari

12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
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e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

65 huruf c. yang menyatakan:

> Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: c. belanja
bangunan dan  gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam

kondisi siap dipakai

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
65 huruf d. yang menyatakan:

» Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja
jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi,
dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai;

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

65 huruf e. yang menyatakan:

» Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: e. belanja
aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam

kondisi siap dipakai

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
65 huruf f. yang menyatakan:
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> Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: f. belanja
aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan
untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset

tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

68 yang menyatakan:

> (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3)
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD  untuk keadaan darurat
termasuk  keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

> (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program
dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

dan/ atau b. memanfaatkan kas yang tersedia.

» (3) Penjadwalan ulang  capaian  Program dan Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf adiformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA SKPD.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

141 yang menyatakan:

» (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

» (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam

lembaran daerah.
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» (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat  dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

64 yang menyatakan:

» (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap

dan aset lainnya.

» (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a.
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. digunakan dalam
Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.

> (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c diatur dalam Perkada.

> (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/pembangunan  aset sampai  aset  siap digunakan.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
70 yang menyatakan:

» (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c

terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan.
» (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan

Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan

daerah.
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» (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bersumber dari: a.  SIiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; ¢.  hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan
kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f.  penerimaan  Pembiayaan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dapat
digunakan untuk Pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah; c.  pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian
Pinjaman Daerah; dan/ atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

» (5) Pembiayaan neto  merupakan selisin  penerimaan Pembiayaan terhadap

pengeluaran Pembiayaan.

» (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk

menutup defisit anggaran.

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
154 yang menyatakan:

» (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan
Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

> (2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

» (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan

dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
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e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:

» (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah.

» (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang
diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
> (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
> (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan
rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c¢. melakukan pencatatan dan
Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d.
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak
Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan
usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan,
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pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya

kepada Pengelola Barang.
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